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ABSTRACT  
This study examines, from a normative juridical perspective, the criminal act of a bombing 
at SMAN 72 Jakarta on November 7, 2025, committed by a 17-year-old student categorized 
as a Child in Conflict with the Law (ABH). The incident, which resulted in explosions, 
casualties, and damage to public facilities, constitutes a punishable criminal offense under 
Indonesian criminal law. However, the legal handling of this case presents a normative 
conflict between terrorism law and child protection law. This research aims to analyze the 
applicable legal regulations governing the perpetrator, focusing on the juridical application 
of statutory provisions and the form of legal protection provided under Law Number 35 of 
2014 concerning Child Protection, given that the offender is a minor. The research employs 
a normative legal method with approaches based on law enforcement theory, child protection 
theory, and terrorism eradication theory. The study relies on secondary data consisting of 
primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. The 
results indicate that the perpetrator's actions may be subject to Law Number 5 of 2018 
concerning the Eradication of Terrorism Crimes and Emergency Law Number 12 of 1951 
concerning the possession of explosives. Nevertheless, due to the offender’s status as a minor, 
the legal process must adhere to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal 
Justice System as a lex specialis that guarantees the protection of children's rights. In terms 
of legal protection, the principles of restorative justice, ultimum remedium, and 
rehabilitation must be prioritized, although the application of diversion is limited due to the 
severity of the crime. The conflict between terrorism law and child protection law in this case 
illustrates that the resolution must prioritize child protection principles as part of 
fundamental human rights. 
Keywords: Children in Conflict with the Law, Diversion, Child Protection, Juvenile 
Criminal Justice System, Criminal Act of Bomb Explosion. 
 
ABSTRAK 
Tindak pidana peledakan bom yang menimbulkan ledakan, korban, dan kerusakan pada 
fasilitas umum menurut kitab undang-undang hukum pidana adalah sebuah tindak pidana 
yang dapat dihukum dan ditindak dengan pidana hukuman penjara yang disesuaikan dan 
diputuskan melalui analisis dan kajian khusus menggunakan undang-undang yang berlaku. 
secara yuridis normatif tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 
2025 yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 17 tahun sebagai Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum (ABH) perlu dianalisa mendalam dengan beberapa undang-undang yang 
bertolak belakang seperti undang-undang terorisme dan undang-undang perlindungan 
anak. Penelitian yang bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terhadap 
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pelaku dalam peristiwa ini fokus pada analisis yuridis penerapan peraturan perundang-
undangan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sebab pelaku adalah anak 
dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative 
dengan pendekatan teori penegakan hukum, teori perlindungan anak, teori tindak pidana 
pemberantasan terorisme. penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perbuatan pelaku dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak. Namun 
demikian, karena pelaku masih berusia anak dibawah umur, maka proses penanganan 
perkara wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak sebagai lex specialis yang menjamin perlindungan hak anak. Dalam 
konteks perlindungan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif, ultimum remedium, 
dan rehabilitasi tetap harus diutamakan, meskipun penerapan diversi memiliki keterbatasan 
mengingat sifat tindak pidana yang berat yang kesemuaannya di atur sesuai dengan 
undang-undang nomor 35 tahun 2014. konflik benturan antara penerapan undang-undang 
terorisme dan perlindungan anak dalam menyikapi peristiwa tindak pidana peledakan bom 
di SMAN 72 Jakarta adalah gambaran bahwa ketentuan tindak pidana terorisme dan sistem 
peradilan anak diselesaikan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagai 
bagian dari hak asasi manusia. 
Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Diversi, Perlindungan Anak, Sistem 
Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Peledakan Bom. 
 
PENDAHULUAN  

Tindak pidana merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat dan 
diatur dalam hukum sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi. Salah satu 
bentuk tindak pidana serius adalah peledakan bom, yang termasuk dalam kategori 
tindak pidana terorisme karena menimbulkan korban massal, kerusakan, dan rasa 
takut di masyarakat. 

Terorisme di Indonesia bukan hal baru dan telah terjadi sejak lama dengan 
berbagai motif seperti ideologi, politik, dan keamanan. Data menunjukkan bahwa 
kasus terorisme di Indonesia cukup tinggi, sehingga menjadi ancaman serius bagi 
negara dan masyarakat. Salah satu contoh besar adalah peristiwa Bom Bali yang 
berdampak luas secara nasional dan internasional. 

Untuk menangani tindak pidana terorisme, Indonesia memiliki berbagai 
aturan hukum seperti KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, permasalahan menjadi 
kompleks ketika pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur. 
Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah peledakan bom di SMAN 72 Jakarta 
pada 7 November 2025, yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 17 tahun. 
Kasus ini menarik karena: 
• Terjadi di lingkungan sekolah  
• Pelaku adalah siswa sekaligus anak di bawah umur  
• Termasuk tindak pidana berat (terorisme)  
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Hal ini menimbulkan konflik hukum antara: 
1. Undang-Undang Terorisme (yang menekankan hukuman tegas), dan  
2. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) (yang 

mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi anak)  
Karena pelaku masih tergolong anak, maka penanganannya harus 

mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, keadilan, serta hak asasi manusia. 
Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis untuk menentukan bagaimana hukum 
diterapkan secara tepat dalam kasus ini. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: 
• Pengaturan hukum terhadap pelaku peledakan bom  
• Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana  

Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai penerapan hukum dalam kasus terorisme yang melibatkan anak 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber 
data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
seperti peraturan perundang-undangan terkait terorisme dan perlindungan anak; 
bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah; serta bahan 
hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi yang 
relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara 
mengkaji, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum 
yang berlaku guna memperoleh kesimpulan yang sistematis terkait permasalahan 
penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pengaturan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta serta analisis 
perlindungan hukum bagi pelaku yang masih berstatus anak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait 
kepemilikan bahan peledak. Namun, karena pelaku masih berusia 17 tahun, 
penanganan hukumnya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus (lex specialis) 
yang mengedepankan perlindungan anak. Dalam pembahasan juga dijelaskan 
adanya benturan antara penerapan hukum terorisme yang bersifat represif dengan 
prinsip perlindungan anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif, 
rehabilitasi, dan ultimum remedium. Meskipun demikian, penerapan diversi 
memiliki keterbatasan mengingat beratnya tindak pidana yang dilakukan. Oleh 
karena itu, penanganan kasus ini harus tetap mengutamakan keseimbangan antara 
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penegakan hukum dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi 
manusia. 
 
SIMPULAN  

Bab ini berisi kesimpulan bahwa tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 
Jakarta dapat dikenakan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Darurat terkait bahan peledak. 
Namun, karena pelaku masih berstatus anak di bawah umur, maka proses 
penegakan hukum harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak sebagai aturan khusus yang menjamin perlindungan hak anak. Penanganan 
kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif, 
rehabilitasi, dan perlindungan anak, meskipun terdapat keterbatasan dalam 
penerapan diversi akibat beratnya tindak pidana. Selain itu, disarankan agar aparat 
penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan yang seimbang antara 
penegakan hukum dan perlindungan anak, serta meningkatkan upaya pencegahan 
melalui edukasi, pengawasan, dan deradikalisasi agar keterlibatan anak dalam 
tindak pidana terorisme dapat diminimalisir di masa mendatang. 
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